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Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 52 TAHUN 2021
TENTANG

TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perhubungan tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk

Kepentingan Sendiri;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah
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Menetapkan:

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5731);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6643);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TERMINAL
KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan
dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai
tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan
pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal
bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar

muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal
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yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan
keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan
serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda
transportasi.

Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan
untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau
angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di
sungai.

Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas
kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat,
tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun
penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar
Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan
Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari
pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri
sesuai dengan usaha pokoknya.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatannya.

Usaha Pokok adalah jenis usaha yang disebutkan di
dalam surat izin usaha suatu perusahaan.

Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal
yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan
Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang
merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani
kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut DLKr
adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan
atau terminal khusus yang digunakan secara langsung
untuk kegiatan pelabuhan.

Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya
disebut DLKp adalah perairan di sekeliling DLKr perairan
pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin

keselamatan pelayaran.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

(1)

Tim Teknis Terpadu Kantor Pusat adalah tim yang terdiri
dari Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut.

Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di Pelabuhan
yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan
tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan
terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk menjamin Keselamatan dan Keamanan
Pelayaran.

Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan
atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di
Pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi
pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan
Kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

Unit Penyelenggara  Pelabuhan adalah lembaga
pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang
melaksanakan  fungsi  pengaturan, pengendalian,
pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian
pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang
belum diusahakan secara komersial.

Badan Usaha Pelabuhan adalah badan wusaha yang
kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan
terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.

Direktorat Jenderal adalah  Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan
Laut.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pelayaran.

Pasal 2
Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar DLKr dan
DLKp Pelabuhan dapat dibangun dan dioperasikan

Terminal Khusus.

www.peraturan.go.id



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

2021, No.69%4

Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam DLKr dan
DLKp Pelabuhan dapat dibangun Terminal Untuk
Kepentingan Sendiri.

Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) merupakan kegiatan untuk menunjang
kegiatan usaha pokok yang tidak terlayani oleh
Pelabuhan karena:

a. sifat barang atau kegiatannya memerlukan

pelayanan khusus; atau

b. lokasi kegiatan usaha jauh dari Pelabuhan.

Pasal 3
Pengelolaan Terminal Khusus atau Terminal untuk
Kepentingan Sendiri dikelola oleh pemerintah pusat,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau
badan usaha.
Terminal Khusus atau Terminal untuk Kepentingan
Sendiri hanya dapat dibangun dalam hal:
a. Pelabuhan terdekat tidak dapat menampung
kegiatan Usaha Pokoknya; atau
b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis
operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih
menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
Kegiatan Usaha Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a meliputi:

a. pertanian;

b. kehutanan;

c. perikanan;

d. pertambangan dan penggalian;

e. industri pengolahan;

f. pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara

dingin;

g. pengelolaan air, pengelolaan air limbah dan daur
ulang;

h. konstruksi;

i.  perdagangan besar;

j.-  penyediaan akomodasi;
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